
eberapa waktu ter -
akhir publik mau -
pun media men ja -
di riuh dengan om -
ni bus law. Pe me -
rin  tah menilai bah -
wa omnibus law  di -

per lukan dalam rangka per ce -
patan terhadap harmonisasi,
sin kro nisasi, dan koreksi atas
undang-undang yang berlaku.
Di sisi lain, tidak sedikit ka la -
ngan, baik akademisi, aktivis,
analis, mau pun profesional me -
 lihat om ni bus law masih sarat
dengan per soalan, baik dari sisi
substansi maupun proses yang
minim dengan partisipasi. Ada
ke kha watiran publik bahwa
omnibus law justru hanya akan
meng un tungkan kelompok
tertentu, menindas kelompok
yang lain, serta jauh dari rasa
keadilan. 

Kedudukan Omnibus Law 
Muncul dan menguatnya ga -

gasan tentang omnibus law  ti -
dak bisa dilepaskan dari apa
yang disampaikan Presiden
Joko Widodo dalam pidato pe -
lantikannya pada 20 Oktober
2019. Salah satu poin penting
pidato tersebut adalah tentang
pemangkasan aturan (de re gu -
lasi) yang menghambat per ce -
patan investasi. Dengan konsep
tersebut kemudian pemerintah
membuat rancangan undang-
undang (RUU) terkait dengan
menggunakan pendekatan om -
ni bus law. Dua dari tiga RUU
yang diusulkan oleh pe me -
rintah, yaitu “Cipta Kerja” dan
Ketentuan dan Fasilitas Per pa -
jakan untuk Penguatan Per eko -
nomian “dikebut” untuk bisa

disahkan segera. Satu RUU
lainnya yang juga usulan dari
pemerintah adalah RUU ten -
tang Ibu Kota Negara. Se men -
tara satu RUU yang merupakan
usulan dari DPR RI adalah RUU
tentang Kefarmasian.  
Dari aspek historis pada da -

sarnya istilah omnibus law
sendiri hal baru bagi Indonesia
yang diadopsi dari tradisi hu -
kum common law. Negara-ne -
gara dengan tradisi common law
seperti Amerika, Kanada, mau -
pun Irlandia, misalnya, telah
menggunakan pendekatan ini
dalam penyusunan berbagai
perundang-undangan. Pada
1888 Amerika Serikat telah
menggunakan istilah omnibus
bill untuk mengatur pembagian
rel kereta api, kemudian pada
1967 Amerika Serikat juga
menggunakan metode yang
sama ketika mengubah un -
dang-undang hukum pi da na -
nya melalui “omnibus law amen -
dement bill”. Belakangan, se ki -
tar 2008 Irlandia juga meng -
gunakan pendekatan omnibus
law untuk membuat satu un -
dang-undang yang meng gan -
tikan lebih kurang 3.225 un -
dang-undang.  
Dari praktik-praktik di ne -

gara-negara tersebut dapat di -
ketahui bahwa omnibus law  me -
rupakan suatu pende kat an/
me t ode dalam proses yang me -
mungkinkan dilakukannya
har  monisasi, sinkronisasi, ko -
reksi sekaligus simplifikasi se -
cara komprehensif dalam pe -
nyu sun an suatu undang-un -
dang. Dengan metode ini satu
un dang-undang sangat mung -
kin terdiri atas berbagai ma -

cam subs tansi dan bersifat
mul ti sektor. Hal tersebut juga
di te rapkan dalam omnibus law
mi salnya RUU “cipta kerja”
sen diri akan mencabut sekitar
79 UU, 1.244 pasal, dan secara
sub s tantif mencakup 11
klaster. 

Pendekatan omnibus law di -
gadang-gadang akan me m be ri -
kan efek positif dan signifikan
khu susnya dalam mening kat -
kan investasi, produktivitas,
serta daya saing ekonomi. Na -
mun, tidak sedikit yang me ra -
gukannya. Efek peningkatan
investasi dan produktivitas di -
ni lai hanya akan me ng un -
tungkan kalangan pengusaha
dan pemilik modal, tetapi me -
ng abaikan perlindungan bu -
ruh, kelompok rentan, dan abai
terhadap lingkungan hidup.
Terlebih lagi proses omnibus law
yang digagas oleh pemerintah
dinilai minim partisipasi dan

tidak akuntabel. Dari sinilah
problem dan perdebatan mulai
mengemuka dan semakin me -
nguat seiring dengan be sarnya
keinginan pemerintah untuk
segera “memberlakukan” RUU
omnibus law. 

Politik Hukum 
Progresif-Responsif 
Perdebatan tentang om ni -

bus law  dapat ditinjau salah sa -
tu nya dari aspek politik hu kum.
Ter kait dengan hal ter sebut,
Wi liam Zevenbergen mem be -
rikan tesis bahwa po li tik hu -
kum ber kaitan dengan upaya
untuk men coba men ja wab per -
ta nya an, peraturan-peraturan
hu kum mana yang patut untuk
di jadikan hukum. Itu sebabnya,
dapat dikatakan bahwa ke bi -
jakan perundang-undangan,
ti dak terkecuali om nibus law,
ma suk framing po litik hukum.
Ter kait dengan hal tersebut
maka paling tidak ada dua hal
penting yang menjadi bagian
dari politik hukum perundang-
undangan. Per ta ma,  berkaitan
dengan pro ses yang di da lam -
nya termasuk metode maupun
pendekatan yang digunakan.
Kedua, ber kait an dengan pro -
duk yang di hasilkan dari politik
hukum itu sendiri yang ke mu -
dian akan menjadi suatu hu -
kum yang ber laku secara sah
dan me ng ikat. 
Secara ideal pendekatan om -

ni bus law diharapkan dapat
men jadi alternatif yang tepat
un tuk mengatasi banyaknya re -
gulasi yang justru rentan men -
jebak pada kondisi inefisiensi,
disharmoni, disinkronisasi,
dan inflasi kebijakan. Oleh ka -

re nanya, pendekatan ini mutlak
membutuhkan tidak saja ke ah -
lian, namun juga kecermatan,
kehati-hatian, dan kepekaan
dalam melihat persoalan. Ke -
ber hasilan dalam penerapan
pendekatan omnibus law akan
menjadi sejarah baru dalam
pro ses politik hukum per un -
dang-undangan di Indonesia.
Hal tersebut tentu harus diba -
rengi dengan kemampuan un -
dang-undang untuk bisa di -
terima dan dilaksanakan secara
efektif. 
Pada aspek efisiensi, kom pre -

hensivitas, berorientasi pada
tujuan maka semangat yang ada
pada proses omnibus law me ng -
ingatkan kita pada tawaran dan
semangat anti-status quo dalam
perspektif hukum progresif.
Pemikiran tentang pro gre si vi -
tas hukum oleh Prof Satjipto
Rahardjo berupaya untuk mem -
berikan solusi atas ke lum puh -
an/hambatan hukum yang di -
ha silkan dari pendekatan dog -
matis/positivitstik yang kaku
dan sulit menyesuaikan dengan
perkembangan zaman. Hal ini
sedikit banyak bersesuaian de -
ngan cita-cita ideal dari desain
omnibus law yang menghendaki
adanya deregulasi, har mo ni -
sasi, sinkronisasi serta sim pli fi -
kasi undang-undang. Namun
demikian, perlu dicatat bahwa
politik hukum progresif juga
mensyaratkan dengan ketat
adanya dua hal. Pertama,  par -
tisipasi publik. Kedua,  hanya
ber tujuan untuk kesejahteraan
dan keadilan sosial. Untuk ke -
dua syarat inilah politik hukum
progresif dari pendekatan om -
nibus law perundang-un da ng an

yang saat ini dibahas perlu diuji
kembali. 
Apa yang ditawarkan oleh

suatu politik hukum progresif
pada hakikatnya adalah erat
kaitannya dengan dapat diha -
sil kannya produk hukum yang
res ponsif. Itu sebabnya, pen de -
katan omnibus law yang sedang
dijalankan oleh pemerintah un -
tuk menyusun beberapa RUU,
se lain bertujuan untuk meng -
atasi hambatan prosedural
maka secara proses dan hasil
tidak boleh bertentangan de -
ngan kepentingan publik (rak -
yat). Hal ini tidak bisa di le -
paskan dari sifat responsif da -
ripada hukum yang akan me ng -
uji sejauh mana hukum itu da -
lam melayani kebutuhan dan
ke pentingan serta keadilan
sosial secara umum. 
Ada dua syarat yang harus

dimiliki suatu hukum yang res -
ponsif. Pertama,  adanya pe ne -
kanan dari aturan-aturan ke
prin sip-prinsip dan tujuan. Ke -
dua,  pentingnya watak ke ra k -
yat an (populis), baik sebagai
tujuan hukum maupun cara
un tuk mencapainya. Dengan
ke dua syarat tersebut pro gre si -
vi tas dalam proses dan pen de -
kat an omnibus law akan ber -
kon tribusi dalam mewujudkan
pro duk hukum yang responsif.
Hal ini harus menjadi per ha -
tian serius dalam proses politik
hu kum perundang-undangan
de ngan menggunakan  omni -
bus law yang saat ini sedang di -
garap. Jika tidak, kekha wa -
tiran publik akan adanya dis -
torsi bahkan des truksi ter ha -
dap keadilan so sial akan men -
jadi kenyataan. p

nsiden maut susur
sungai yang me ne -
was kan 10 siswa
(sin donews .com ,
21/2/2020) sung -
guh memilukan.
Para siswa yang se -

mestinya mendapatkan ilmu,
pe ngetahuan, dan keteram pil -
an dalam pramuka malah me -
ng alami nasib nahas. Momen
ceria dan riang gembira bagi
para siswa seketika berubah
jadi bencana yang begitu me -
nye dihkan. Jelas, diperlukan
pe ma ham an dan pelaksanaan
ma na jemen risiko yang me -
madai dari semua pihak terkait
agar kejadian serupa tidak
terulang.   
Risiko dipahami sebagai

aki bat buruk dari sebuah ke ja -
dian atau rencana. Karena sifat
risiko yang tidak pasti, risiko
ber kecenderungan meng aki -
bat kan kerugian. Risiko tentu
tidak bisa diatur-atur karena di
luar kemampuan manusia, na -
mun meminimalkan konteks,
dam pak, dan skala risiko, tetap
bisa dilakukan. Dalam kasus
susur sungai itu, upaya untuk
men jangka risiko itu tidak
tampak.  
Padahal salah satu unsur

dari ketidakpastian itu adalah
alam. Alam sering kali tidak
memberi tanda-tanda yang
cukup mampu ditangkap indera
manusia tentang bencana yang
akan terjadi. Namun, manusia
diberi peluang untuk belajar
dari peristiwa yang telah terjadi
sebelumnya dengan mewu jud -
kannya dalam bentuk ma na je -
men risiko. Dengan ma na je -
men risiko, potensi kerugian
ma teriil dan nonmateriil se -
tidaknya bisa dikurangi.  
Secara umum manajemen

risiko dipahami sebagai upaya
menghindari risiko. Upaya ini
ditempuh dalam rangkaian ke -
giatan yang dimulai dari pe ren -
canaan hingga pelaksanaan ke -
giatan sekolah dengan mem -
per timbangkan berbagai keja -
di an atau situasi buruk yang
mungkin terjadi sesuai tipikal
kegiatan, lokasi, dan waktu.
Dengan pilihan kegiatan di luar
sekolah yang melibatkan ra tus -
an siswa, risiko membesar de -
ngan kemungkinan kecelakaan
dan kemungkinan lain. Tia -
danya perencanaan kegiatan
yang dimatangkan, manajemen
risiko menjadikan kegiatan ter -
sebut sepenuhnya meng an dal -
kan nasib baik.  

Kasus susur sungai ini se yo -
gianya juga jangan berhenti se -
ba tas ditetapkannya tersangka
atau proses hukum yang akan
dijalani. Kasus ini harus men -
jadi pelajaran berharga be rsa -
ma. Pelajaran ini harus tumbuh
dari kesadaran bahwa memang
ada yang salah dalam kasus ter -
sebut dan tidak perlu saling tun -
juk hidung untuk meng akui -
nya. Dengan “menunggu” pihak
berwenang menetapkan ter -
sangka atas kasus itu, bisa jadi
sesungguhnya tidak ada SOP
(standard operating procedure )
yang menyertai kegiatan se -
perti ini.  
Aktivitas secara

masif dalam pra mu -
ka seperti susur su -
ngai niscaya ba -
nyak ditemui di
ber   bagai lembaga
pen didikan lain.
Pra  muka memang
me  ne kan kan kerja
tim, di dalamnya cen -
derung terdapat ba -
nyak siswa dengan ko lek -
ti vitas kebe r sa maan yang
intens, se butlah hiking mi sal -
nya. Artinya, tanpa ber harap
ke  ja dian serupa ter ulang, tetap
ter buka risiko ter jadinya kem -
bali peristiwa ter sebut di tem -
pat lain. Di bu tuh kan pem a -
ham an memadai me nge nai tata
kelola kegiatan se kolah yang
berbasis manaj e men risiko.         

Minim Pemahaman Risiko 
Kegiatan susur sungai yang

berubah menjadi insiden maut
tersebut merupakan kegiatan
pramuka. Perangkat regulasi
terkait hal ini adalah Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebu -
da yaan (Permendikbud) No -
mor 63 Tahun 2014 Tentang
Pen didikan Kepramukaan Se -
bagai Ekstrakurikuler Wajib.
Ar tinya, kegiatan pramuka ha -
rus dijalankan di sekolah pada
jalur luar kurikulum.  
Disebutkan dalam regulasi

itu bahwa pramuka, sebagai
kegiatan ekstrakurikuler wajib,
dapat dijalankan di lingkungan
sekolah (intramural) dan di luar
sekolah (ekstramural). Kegiat -
an ini dimaksudkan sebagai upa -
ya memperkuat proses pem -
bentukan karakter bangsa yang
berbudi pekerti luhur sesuai de -
ngan nilai dan moral Pancasila. 
Kegiatan ekstrakurikuler

ada lah program pendidikan
yang alokasi waktunya tidak
ditetapkan dalam kurikulum.

Kegiatan ekstrakurikuler me -
ru  pa kan perangkat ope ra sio -
nal (supplement dan com ple -
ments ) kurikulum yang perlu
disusun dan dituangkan dalam
rencana kerja tahunan atau
kalender pendidikan satuan
pendidikan. Kegiatan ek s tra -
ku ri kuler di po si sikan sebagai
jembatan ke bu tuhan per kem -
bangan peserta didik yang
berbeda, seperti per bedaan
antara rasa nilai moral, sikap,
kemampuan, dan krea ti vitas.

Melalui par ti -
sipasinya dalam ke -
giatan ekstrakuri -
ku ler, pe ser ta didik
bisa belajar dan me -
ngembangkan ke -
mam puan berko mu nikasi,
bekerja sama dengan orang
lain, serta menemukan dan
me ngem bang kan potensinya. 
Regulasi ini dimaksudkan

sebagai rujukan normatif dan
programatik semua unsur pe -
mangku kepentingan pada
ting kat nasional, provinsi, ka -
bu paten-kota, dan satuan pen -
didikan. Sebagai arahan dan
pe doman pelaksanaan ke -
giatan, regulasi ini sudah men -
cakup banyak hal, mulai dari
ba gai mana kegiatan pramuka
se la yaknya dipersiapkan hing -
ga ba gai mana jambore bisa
dilak sa nakan secara on air
(Jota) dan le wat internet
(Joti). Terlihat, pramuka ber -
usa ha maksimal untuk me nye -
suaikan diri de ngan per kem -

bangan generasi milenial. Sa -
yangnya, tidak satu pun afir -
masi yang menyebut risiko di
dalamnya. Dengan sen dirinya,
penting manajemen risiko ke -
giatan ekstrakurikuler yang
ekstramular terabaikan.  
Sebagai pedoman eks tra ku -

rikuler wajib, regulasi ini se pa -
tutnya mewarnai setiap ren ca -
na tahunan sekolah. Sekolah
tentu saja memiliki kebebasan
dan otonomi dalam mengem -
bang kan kegiatan eks tra ku ri -
kuler, termasuk pramuka. De -
ngan rencana tahunan, pe -
mang ku kepentingan bisa
meng ukur konteks dan dampak
kegiatan.  
Namun demikian, absennya

manajemen risiko dalam hie -
rar  ki dan konten regulasi yang
menjadi pedoman bersama ter -
sebut menyebabkan sekolah
ikut-ikutan abai dalam me ng -
ukur skala risiko. Akibatnya,
ben cana dan insiden yang mes -
tinya bisa dihindari dengan ka -
camata bersama dan logika ke -
se lamatan tidak terhindarkan.
Sekolah tidak bisa hanya men -
dasarkan alasan pelaksanaan
kegiatan sebagai kegiatan rutin
yang sudah dijalankan ber ta -
hun-tahun dan menganggap
tragedi hanyalah insiden. Alas -
an naif seperti ini sungguh
tidak menghargai jatuhnya
korban jiwa, luka, dan trauma
pada siswa. 
Kegiatan ekstrakurikuler

siswa beragam sesuai kebu tuh -
an dan keputusan sekolah. Di
luar kegiatan pramuka, sangat
mungkin sekolah mengem -
bang kan kegiatan yang bersifat
masif dan cenderung outing.
Jika kegiatan pramuka, yang
me rupakan ekstrakurikuler
wa j ib dengan dukungan hie ra r -
ki regulasi yang lengkap, tetap
saja tidak memiliki wawasan
manajemen risiko, bagaimana
dengan kegiatan ekstraku r i ku -
ler lainnya? 
Dibutuhkan pemahaman

dan edukasi lebih lanjut tentang
manajemen risiko dalam ber -
kegiatan di sekolah agar ter -
hindar dari kejadian buruk yang
berulang.  p
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emerintah bergerak cepat menyelamatkan sektor
pariwisata yang mulai lesu akibat mewabahnya virus
korona. Sangat wajar jika pemerintah bereaksi cepat
karena pariwisata selama ini menjadi andalan utama
untuk menyumbang devisa negara. Jika pariwisata
ambruk terlalu dalam, ancaman ter be sarnya adalah
perekonomian dalam negeri akan ikut terganggu.

Demi mengatasi lesunya pariwisata, berbagai jurus ampuh pun
disiapkan. Jurus pemerintah kali ini berupa insentif. Total dana
insentif yang disiapkan untuk pariwisata sebesar Rp295 miliar. 
Dari dana tersebut pemerintah antara lain akan memanjakan

wisatawan dengan memberikan harga tiket pesawat yang mu rah.
Bahkan diskon tiket pesawat ini bisa mencapai 50% untuk des ti -
nasi tertentu. Maskapai dan agen perjalanan diminta mem be -
rikan diskon khusus agar para pelancong tetap tertarik ber -
kunjung ke Indonesia. Adapun alokasi dari dana insentif ini ma -
sing-masing tiket pesawat sebesar Rp98,5 miliar, promosi sebesar
Rp103 miliar, kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar, dan relasi
media serta influencer (jasa pemengaruh) sebesar Rp72 miliar. 
Tak berhenti pada insentif. pemerintah juga menyiapkan

kompensasi untuk pelaku usaha di 10 destinasi wisata yang pa -
ling terdampak virus korona. Kebijakannya berupa pembebasan
pajak hotel dan restoran yang berlaku selama enam bulan. Atas
kebijakan itu pemerintah akan menyubsidi pemerintah daerah
yang pemasukannya menurun karena terdampak pembebasan
tarif pajak. Besaran dana untuk pemerintah daerah ini sebesar
Rp3,3 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air -
langga Hartarto mengatakan paket insentif itu akan dievaluasi
lagi setelah tiga bulan berjalan. Adapun paket perpajakan di
daerah akan ditinjau setelah enam bulan. 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama

Kusubandio ber harap dengan kebijakan tersebut akan ada
736.000 wisatawan mancanegara yang bisa digaet berlibur ke
Tanah Air dengan target devisa mencapai Rp13 triliun. 
Pariwisata memang sektor yang paling terpukul setelah virus

bernama Covid-19 mewabah ke banyak negara. Sejumlah negara
sudah dibuat kalang kabut karena penyebarannya yang cepat
dan masif. Beruntung di Indonesia belum ditemukan ada kasus.
Meski demikian dampaknya ke perekonomian sudah terasa. Ka -
rena virus korona, Menteri Keuangan Sri Mulyani mem per ki ra -
kan pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target 5,3%.
Menkeu realistis angka pertumbuhan hanya di kisaran 4,7–5%
saja. Prediksi ini dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi
China sebagai negara asal mula virus korona anjlok hingga 1%. 
Maka langkah penyelamatan sektor pariwisata memang

mutlak dilakukan dengan cepat. Konsep pemerintah dengan
memberi insentif fiskal hal yang baik. Hanya, pertanyaannya, se -
berapa efektif kebijakan ini untuk bisa menggairahkan pa ri -
wisata?  Yang tak boleh dilupakan, penyebab pariwisata di
banyak negara saat ini lesu karena isu koronanya. Saat ini ada ke -
kha watiran masyarakat internasional untuk bepergian lintas
negara sementara waktu, terutama untuk berlibur. Jadi bisa saja
kebijakan diskon tiket, hotel, dan restoran tidak akan ber -
dampak optimal. Untuk bisa melihat wisatawan secara alami
kem bali antusias berlibur, itu ketika wabah korona sudah
berhasil diatasi. 
Hal yang tak kalah penting adalah pemetaan. Misalnya pada

des  tinasi yang diberi insentif atau kompensasi perlu dilihat dulu wi -
satawan dari negara mana yang paling banyak berkunjung. Se lama
ini yang banyak mendominasi adalah wisatawan China, Ma lay sia,
dan Singapura. Dengan kondisi wabah yang masih terus me nye bar,
kunjungan wi sa ta wan dari tiga negara ini belum bisa terlalu
diharapkan akan me ningkat.  Untuk wisatawan dalam negeri, saat
ini juga bukan musim liburan, baik Lebaran, Natal ataupun Tahun
Baru. Masyarakat Indonesia cenderung berbondong-bondong
berwisata hanya ketika masuk musim liburan, termasuk liburan
sekolah, karena ingin mengajak anggota keluarga. 
Karena itu kebijakan pemerintah untuk sektor pariwisata ini

akan diuji oleh waktu. Jika memberi dampak signifikan pada
kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, tentu
penting dilanjutkan. Demikian juga sebaliknya. p
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